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Pasal 16 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam
menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 orang saksi, atau 4
orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangain pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
Notaris Namun dalam prakteknya, ada notaris yang tidak membacakan akta di hadapan penghadap yang mengakibatkan akta otentik
yang dibuatnya kehilangan keotentikannya. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dalam hal apa saja akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat kehilangan
kekuatan pembuktian yang sempurna, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang kehilangan kekuatan
pembuktian yang sempurna, dan untuk mengetahui Apa akibat hukum yang timbul terhadap prosedur pembuatan akta yang tidak
berdasarkan Undangâ€“Undang Jabatan Notaris (UUJN).
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berupa data penelitian kepustakaan (library research), yaitu data yang diperoleh
dengan cara mempelajari undang-undang, buku-buku, makalah dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan judul tulisan ini,
dan penelitian Lapangan (Field research) yaitu memperoleh data yang dilakukan dengan cara mewawancarai para Responden dan
Informan.
Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa akta otentik yang di buat oleh notaris dapat kehilangan kekuatan pembuktian yang
sempurna dalam hal pelanggaran dalam Pasal 38, 40, dan 44 UUJN. Notaris bertanggung jawab dalam bentuk ganti rugi, biaya, dan
bunga apabila suatu akta yang dibuatnya kehilangan kekuatan pembuktian sempurna, serta akibat hukum yang timbul terhadap akta
yang di buat oleh notaris yang tidak sesuai dengan Pasal 38, 40, dan 44 adalah membuat akta tersebut menjadi akta dibawah tangan
dan kehilangan kekuatan pembuktian yang sempurna.
Disarankan untuk mengikutin ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembuatan akta otentik tidak
kehilangan kekuatan pembuktian sempurna, dan perlu adanya tanggungjawab penuh dari notaris terhadap akta otentik yang tidak
memenuhin ketentuan berupa ganti kerugian biaya, rugi dan bunga serta memahami tata cara pembuatan akta otentik menurut
ketentuan yang berlaku.
